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BAB 1   

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan kekayaan intelektual. 

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan 

intelektual manusia. Perlindungan akan kekayaan intelektual diberikan dalam 

bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI. HKI 

diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau 

lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Karya tersebut berbentuk kebendaan tidak 

berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan 

karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis.1 

 HKI merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi seluruh negara di 

dunia, berdasarkan hal tersebut HKI juga dibutuhkan di Indonesia. HKI dapat 

dimanfaatkan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. 

Makin maju dan tinggi tingkat berpikir seseorang, maka makin maju dan 

tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya, yang kemudian 

berimbas pada tingkat produktifitas seseorang menghasilkan suatu ciptaan 

ataupun karya baru dan juga berimbas pada tingkat perekonomian negara.2 

 
 1 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 2. 

 2 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 11. 
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 Karya intelektual baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau 

teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. 

Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki suatu nilai. 

Bagi dunia usaha, karya intelektual dapat dikatakan sebagai aset bisnis.3  

 Hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang memiliki 

keterkaitan terhadap hak ekonomi dan hak moral. Hak cipta memiliki subjek 

dan objek, subjek dari hak cipta ialah seseorang yang menciptakan serta 

pemegang dari hak cipta tersebut, sedangkan objek dari hak cipta ialah hasil 

ataupun karya ciptaannya. Suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan 

manusia karena mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga 

macam konsepsi yaitu konsepsi kekayaan, konsepsi hak, dan konsepsi 

perlindungan hukum.4   

 Hak cipta mempunyai hak terkait salah satunya hak ekonomi, yaitu 

pencipta atau pemegang hak cipta berhak atas manfaat ekonomi terhadap 

suatu ciptaan. Salah satu bentuk hak ekonomi yang terkait hak cipta ialah hak 

siar. Hak siar merupakan hak khusus yang dimiliki oleh seseorang atau suatu 

lembaga guna menyiarkan suatu program atau acara yang didapatkan secara 

sah dari pencipta atau pemegang hak cipta menurut aturan yang berlaku.5 Hak 

terkait lahir dari adanya hak cipta induk, seperti siaran perlombaan ataupun 

 
 3 Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen 

Kolektif, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 151. 

 4 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 18. 

  5 Mahadina Risa Assyifa dan Siti Ummu Adillah, “Perlindungan Hukum PT. Inter Sport 

Marketing sebagai Pemegang Hak Cipta atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 berdasarkan UU 

No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula 4 (Oktober, 

2020), hlm. 551. 
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pertandingan olahraga sepakbola adalah hak cipta sinematografi, akan tetapi 

untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak siaran adalah hak terkait.6  

 Secara historis, Undang-Undang Hak Cipta yang pertama kali berlaku di 

Indonesia adalah Produk Hukum Belanda yang dialih dan diterapkan di 

Indonesia oleh Pemerintah Kolonial Belanda selama masa penjajahan.7 Saat 

ini di Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang hak cipta dan juga hak terkait. 

Pemilik hak terkait adalah pelaku pertunjukan, produser fonogram (produser 

rekaman), dan lembaga penyiaran. Ketiga subjek tersebut adakalanya 

bukan pencipta suatu karya, namun ketiga objek tersebut memiliki andil 

besar dalam mendistribusikan suatu karya sebagai sarana hiburan yang 

dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat luas.8 

 Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

diharapkan dapat mengakomodir segala sesuatu unsur perlindungan serta 

pengembangan ekonomi negara, dan dengan harapan bahwa perkembangan 

tersebut memberikan kontribusi pada sektor hak cipta dan hak terkait bagi 

perekonomian negara.9 Hak cipta mempunyai peranan strategis dalam 

mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum 

 
 6 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 14. 

 7 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 65.   

 8 Monika Suhayati, “ Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Jurnal Negara Hukum Vol. 5 

No. 2, (November, 2014), hlm. 208. 

 9 Eddy Damian, Op. Cit., hlm. 3. 
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sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar  

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 Perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

maju tidak luput dari perhatian dunia. Perkembangan teknologi sangatlah 

pesat meliputi semua lini mulai dari media, program komputer, alat 

komunikasi dan informasi, serta media atau alat penyiaran konvensional 

maupun modern. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah 

melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya terhadap hak 

untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Sebagai makhluk sosial, 

informasi menjadi hal yang sangat pokok karena kehidupan manusia dalam 

bermasyarakat tidak akan pernah lepas dari kebutuhan untuk menerima, 

menyaring dan meyebarkan suatu informasi. Informasi telah menjadi 

kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam  

kehidupan bermasyarakat.  

 Pada proses menerima, menyaring dan menyebarkan suatu informasi 

diperlukan adanya sarana yakni saluran komunikasi. Sarana saluran 

komunikasi tersebut sering disebut sebagai media komunikasi. Ada berbagai 

macam media komunikasi yang terdapat di masyarakat antara lain seperti 

televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Televisi dan internet 

adalah media komunikasi yang perkembangannya sangat pesat. Kedua media 

komunikasi tersebut sangat besar daya tariknya terhadap kehidupan 

masyarakat. Hal ini disebabkan karena televisi maupun internet menyajikan 

tayangan yang sangat menarik dan bervariasi. Perkembangan teknologi 
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komunikasi melalui televisi dan internet sangat pesat dari masa ke masa 

dinegara manapun termasuk juga Indonesia. Sehingga perkembangan 

teknologi televisi dan internet dapat merubah perilaku kehidupan masyarakat. 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi memiliki 

peran strategis dalam pengembangan hak cipta, namun disisi lain juga sangat 

mungkin menjadi alat yang dipergunakan guna pelanggaran hukum dibidang 

hak cipta.10 Hak cipta dialihwujudkan kedalam bentuk digital yang dapat 

diakses dengan mudah, namun kemudahan ini yang memungkinkan terjadinya 

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta 

karena sering mengabaikan hak yang dimiliki oleh pencipta, pemegang hak 

cipta atau pemilik hak terkait untuk semata-mata memperoleh keuntungan 

pribadinya.  

 Menurut data dari PT. Global Media Visual (Mola TV) yang merupakan 

suatu perusahaan pemegang hak eksklusif atas konten siaran sepak bola Liga 

Premier Inggris di wilayah seluruh Indonesia sesuai dengan pencatatan 

perjanjian lisensi hak cipta atau hak terkait nomor 000150347 yang terdaftar 

pada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, dalam rentang waktu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terdapat 

lebih kurang 50-an kasus pelanggaran hak siar. 

 

 

 
 10 Mahadina Risa Assyifa dan Siti Ummu Adillah, Op. Cit., hlm. 545. 
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Tabel 1.1 

Data Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Siar Tahun 2019-2021 

Status Kasus Jumlah Kasus  

Proses Hukum 20-an Kasus 

Mediasi 30-an Kasus 

Jumlah Keseluruhan 50-an Kasus 

Sumber: Pojok Sumut11 

 Berdasarakan tabel data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus 

pelanggaran yang diproses hukum lebih kurang 20-an kasus, dan 30-an kasus 

lainnya ditempuh melalui proses mediasi dan apabila kemudian tidak 

mencapai kesepakatan maka akan dilanjutkan proses hukum. 

 Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan karena disebut sebagai negara 

kedua yang paling banyak melakukan pelanggaran hak siar liga inggris. 

Melalui situs resminya, liga inggris menyampaikan bahwa mereka secara 

intensif melakukan investigasi dan akan terus menindak setiap pelanggaran 

hak siar. Mereka sudah membuka kantor di Singapura khusus untuk 

menangani pelanggaran hak siar liga inggris di kawasan Asia Tenggara.12 

 Salah satu contoh kasus pelanggaran hukum dibidang hak cipta terkait hak 

siar adalah pada kasus yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung, 

berawal dari Terdakwa Uyan Supiana bin Ojo mengambil, memindahkan 

 
 11 Pojok Sumut, “Sepanjang Tahun 2019-2021, Mola TV catat 50-an Kasus Pelanggaran 

Hak Siar”, https://sumut.pojoksatu.id/baca/sepanjang-tahun-2019-2021-mola-tv-catat-50-an-

kasus-pelanggaran-hak-siar, diakses 26 September 2021, Pukul 19:29 WIB. 

 12 Liputan 6, “Pelanggaran Hak Siar Liga Inggris di Indonesia Jadi Sorotan”, 

https://www.liputan6.com/bola/read/4138433/pelanggaran-hak-siar-liga-inggris-di-indonesia-

jadi-sorotan, diakses 26 September 2021, Pukul 19:39 WIB. 
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siaran langsung dan menambahkan link siaran langsung pertandingan sepak 

bola liga inggris pada website pribadinya sehingga dapat ditonton masyarakat 

umum tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik hak cipta atau hak 

terkait yaitu PT.Global Media Visual (Mola TV).  

 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menghukum Terdakwa 

karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah terbukti melakukan 

perbuatan pidana “Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Cipta”. Majelis 

Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur 

delik dalam Pasal 118 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa:13  

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud 

Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah). 

Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa:14  

 Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau 

melarang pihak lain untuk melakukan:  

a. Penyiaran ulang siaran;  

b. Komunikasi siaran;  

c. Fiksasi siaran; dan/atau  

d. Penggandaan fiksasi siaran. 

 
 13 Indonesia, Undang Undang Hak Cipta, UU No.28 Tahun 2014, LN. No. 266 Tahun 

2014, TLN No. 5599. Ps. 118 ayat (2). 

 14 14 Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Ps. 25 ayat (2) huruf d. 
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 Maka dari itu melalui putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 

penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 

Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika 

denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 

 Berdasarkan penjelasan penulis diatas, penulis tertarik mengajukan usulan 

melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi dengan judul 

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Siar (Studi Putusan No. 

420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar 

pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 

420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg?  

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pelanggaran hak cipta terkait hak siar pada Putusan Pengadilan Negeri 

Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai suatu tujuan yang 

ingin dicapai dari hasil penelitian tersebut. Dalam merumuskan tujuan 

penelitian, penulis berpegang pada permasalahan yang telah dirumuskan. 

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta 

terkait hak siar pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 

420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar pada Putusan 

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. 

D. Manfaat Penelitian 

 Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian tersebut. Maka penelitian ini diharapakan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dalam perkembangaan 

ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengembangan pada 

bidang ilmu hukum pada umumnya dan lebih khususnya pada bidang 

hak cipta terkait hak siar; 
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b. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ataupun sumber referensi guna 

penelitian dimasa yang akan datang, dan dapat menambah bahan-bahan 

kepustakaan, serta dapat menambah wawasan mengenai tindak pidana 

pelanggaran hak cipta terkait hak siar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber bahan masukan 

guna penyusunan suatu produk hukum yang berkaitan dengan hak cipta 

terkait hak siar; 

b. Diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan ataupun pembelajaran 

yang memberikan suatu pemahaman mengenai ketentuan hukum kepada 

masyarakat terlebih guna membantu kepentingan para pihak terkait 

perbuatan pelanggaran hak cipta terkait hak siar. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian dimaksudkan agar penulis dapat membatasi 

pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini 

sehingga pembahasan skripsi ini terarah. Adapun ruang lingkup permasalahan 

yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai hukum pidana tentang 

pelanggaran hak cipta terkait hak siar yang diatur dalam Undang-Undang No. 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung 

Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. 
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F. Kerangka Teori 

 Kerangka teori merupakan kumpulan beberapa gagasan-gagasan atau 

pokok-pokok pemikiran yang berfungsi sebagai suatu landasan dan juga 

pedoman guna mencapai tujuan dalam suatu penelitian dan penulisan karya 

tulis ilmiah.15  

Beberapa teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim adalah argumentasi hakim atau dasar putusan 

hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan suatu perkara, jika 

pertimbangan hukum dari hakim itu tidak benar dan tidak sepantasnya maka 

kemudian akan muncul penilaian bahwa putusan itu tidak benar dan juga 

tidak adil.16  

Hal-hal yang dapat dijadikan hakim sebagai pertimbangan dalam 

memutus suatu perkara adalah sebagai berikut:17 

a. Kesalahan pelaku tindak pidana; 

b. Motif dan tujuan pelaku tindak pidana; 

c. Cara pelaku melakukan tindak pidana; 

d. Sikap pelaku tindak pidana; 

 
 15 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm. 73. 

 16 S. M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 

4. 

 17 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23. 
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e. Riwayat hidup sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana; 

f. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana; 

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; 

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan 

oleh pelaku. 

Putusan hakim merupakan akhir dari suatu perkara. Hakim memberikan 

putusannya terkait hal-hal sebagai berikut:18 

a. Keputusan terkait peristiwa, yaitu apakah terdakwa melakukan tindakan 

yang telah dituduhkan kepadanya; 

b. Keputusan terkait hukum, yaitu apakah tindakan terdakwa termasuk 

tindak pidana, serta apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana; 

c. Keputusan terkait pidana, yaitu apabila terdakwa dapat dipidana. 

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan atau sesuai 

dengan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dalam 

menjalankan tugasnya, hakim harus terbebas dan tidak boleh terpengaruh 

dan/atau memihak siapapun.  

Ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.19 Ketentuan tersebut juga 

 
 18 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.   

 19 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 24. 
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telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam 

mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan 

pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa.20 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Sebuah konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah 

pertanggungjawaban hukum. Seseorang bertanggung jawab atas 

perbuatannya atau dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila 

perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.21 Dasar adanya 

suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat 

dipidananya adalah kesalahan, yang berarti bahwa seseorang mempunyai 

pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan suatu perbuatan yang 

salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.22  

Menurut Simon, pertanggungjawaban pidana digambarkan dengan 

keadaan kejiwaan sedemikian rupa yang memungkinkan penerapan suatu 

upaya pemidanaan, baik dalam perspektif umum maupun perspektif 

orangnya yang dapat dibenarkan.23 

 
 20 Indonesia, Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009, LN. No. 

157 Tahun 2009, TLN No. 5076. Ps. 8 ayat (2). 

 21  Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Raja Grafindo 

Persada, 2006), hlm. 95. 

 22 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68. 

 23 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya 

Atma Pustaka, 2016), hlm. 156. 
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Pelaku tindak pidana dinilai mampu menerima pertanggungjawaban atas 

perbuatannya jika: 

a. Dapat menyadari bahwa apa yang dia lakukan berlawanan dengan  

hukum;  

b. Dapat menentukan kehendaknya sendiri berdasarkan kesadarannya. 

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat tindak pidana harus ada 

unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:24 

a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan 

oleh si pembuat; 

b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya 

sengaja atau kesalahan; 

c. Pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang 

ditimbulkan dari perbuatannya;  

d. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang dapat menghapus 

pertanggungjawaban oleh si pembuat. 

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit 

kesalahan dapat berbentuk sengaja atau lalai. Sengaja merupakan salah satu 

unsur dari tindak pidana. Terdapat tiga pembagian sengaja yaitu sebagai 

berikut:25  

 
 24 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130. 

 25 H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 

2015), hlm. 193. 
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a. Sengaja sebagai maksud, yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki 

perbuatan serta akibat-akibat dari perbuatannya tersebut.  

b. Sengaja dengan kesadaran kepastian, yaitu akibat yang ditimbulkan 

merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan 

merupakan akibat yang dikehendaki.  

c. Sengaja dengan kemungkinan, yaitu pelaku melakukan perbuatan 

dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi ada 

kemungkinan bahwa akibat tertentu tersebut akan mengakibatkan suatu 

tindak pidana yang lain yang tidak dikehendakinya. 

Konsep pertanggungjawaban pidana bukan hanya terkait tentang 

hukum, tetapi juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum 

yang dianut oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, hal ini 

dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai untuk memenuhi 

nilai keadilan. 

3. Teori Kesalahan 

Perbuatan yang menimbulkan suatu perbuatan tercela adalah kesalahan. 

Kesalahan adalah dasar dapat dipidananya suatu perbuatan, yaitu seseorang 

hanya dapat dipidana apabila jika orang tersebut mempunyai kesalahan 
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dalam melakukan suatu perbuatan. Adapun syarat-syarat unsur kesalahan 

adalah sebagai berikut:26 

a. Melakukan suatu perbuatan tindak pidana; 

b. Kemampuan bertanggung jawab; 

c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau 

kealpaan; 

d. Tidak ada alasan pemaaf. 

Tindak pidana adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, ada 

seseorang pembuat yang bertanggungjawab serta adanya kesalahan atas 

perbuatannya tersebut. Setiap orang memiliki kesalahan pada saat 

melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dilihat dari sudut pandang 

masyarakat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Kesalahan memiliki 

sisi psikologis dan sisi yuridis, sisi psikologis merupakan dasar untuk 

mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu kemudian sisi yuridis 

untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, menyelidiki 

bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.27 

 

 

 
 26 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 

54. 

 27 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 

hlm. 145. 
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G. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang 

diteliti dan/atau diuraikan dalam suatu penelitian.28 Kerangka konseptual yang 

diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Pelanggaran Hak Cipta 

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan suatu karya ataupun materi 

yang dilindungi oleh hak cipta, yang melanggar hak eksklusif tertentu 

pemegang hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, 

menampilkan atau memamerkan, serta membuat karya turunan tanpa seizin 

pemegang hak cipta.29 Pemegang hak cipta adalah pencipta, penerbit, atau 

pihak lain yang diberikan mandat untuk memegang ciptaan tersebut. 

Undang-undang Hak Cipta tidak mendefiniskan istilah “pelanggaran hak 

cipta”, melainkan mendefiniskan istilah “pembajakan” yaitu salah satu 

bentuk pelanggaran hak cipta yang memiliki pengertian yaitu penggandaan 

ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian 

barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh 

keuntungan ekonomi.30 

 
 28 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 96. 

 29 Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga 

Menyelesaikan sengketa. (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 34. 

 30 Indonesia, Undang Undang Hak Cipta, UU No.28 Tahun 2014, LN. No. 266 Tahun 

2014, TLN No. 5599. Ps. 1 ayat (23). 



18 

 

 

2. Hak Siar 

Undang-Undang Penyiaran menjelaskan yang dimaksud dengan hak siar 

adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program 

atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau 

penciptanya.31 Lembaga Penyiaran menurut Undang-Undang Penyiaran 

adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga 

penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga 

penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan 

tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.32 

H. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan suatu ilmu mengenai teknis pendekatan 

tertentu yang bersifat ilmiah yang digunakan dalam suatu proses penelitian 

guna mengetahui dan membahas permasalahan yang diangkat dalam suatu 

penelitian tersebut.33  

 

 

 
 31 Indonesia, Undang Undang Penyiaran, UU No.32 Tahun 2002, LN. No. 139 Tahun 

2002, TLN No. 4252. Penjelasan Ps. 

 32 Indonesia, Undang Undang Penyiaran,  Ps. 1 ayat (9). 

 33 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai 

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan Vol. 7  (Juni, 

2020), hlm. 23. 
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Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif berupa usaha penemuan 

hukum secara konkret yang sesuai guna diterapkan untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan hukum.34 Berkaitan dengan jenis penelitian tersebut, 

maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh meliputi dari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, bahan bahan dari 

internet, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lain 

yang berkaitan dengan penelitian ini.35 

2. Pendekatan Penelitian 

     Adapun pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam 

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan. 

 Menelaah semua peraturan perundang-undangan serta memahami 

legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian skripsi ini.36 Beberapa peraturan perundang-

 
 34 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Malang:Alfabeta, 2012), 

hlm. 53. 

 35 Ibid., hlm. 51. 

 36  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 

2011), hlm. 133. 
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undangan yang dibahas berkaitan dengan penelitian ini antara lain 

Undang Undang Hak Cipta, Undang-Undang Penyiaran, serta Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman.  

b. Pendekatan Kasus 

 Mengkaji kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian skripsi ini yakni mengenai dasar hukum yang 

digunakan hakim pada saat pengambilan putusan.37 Kasus yang dikaji 

adalah kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran hak 

cipta terkait hak siar yakni kasus nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg 

yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Bandang dan telah memperoleh 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. 

3. Sumber Bahan Hukum 

        Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan. 

Sumber bahan hukum penelitian kepustakaan ini adalah sumber data 

sekunder. Data sekunder di bidang hukum pada dasarnya meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.38  

 

 

 

 
 37 Ibid., hlm. 134. 

 38 Suratman dan Philips Dillah, Op.Cit.,  hlm. 66. 
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Bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, 

putusan-putusan hakim dan lain sebagainya. Adapun bahan hukum 

primer yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 

e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

f. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 

g. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.B/2020/PN 

Bdg.  

2. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder merupakan inti pendapat hukum yang 

bersumber dari buku hukum, jurnal hukum, dan lain sebagainya yang 

memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer. Adapun bahan 

hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain 
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buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian skripsi ini.39 

3. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier merupakan semua bahan hukum penunjang 

yang memberikan suatu petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan 

hukum primer dan sekunder yang digunakan penulis seperti kamus, 

ensiklopedia, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian skripsi ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

      Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penulisan skripsi ini yaitu 

melalui studi kepustakaan dengan pengumpulan bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian mengkaji, 

menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan yang berguna 

untuk mendapatkan suatu landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau 

tulisan-tulisan para ahli atau para pihak lain yang berwenang dan juga 

untuk mendapatkan suatu informasi baik dalam bentuk ketentuan formal 

maupun data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian skripsi 

ini.40 

 

 
 39 Ibid., hlm. 67. 

 40 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Op. Cit., hlm. 26. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

      Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini yaitu secara kualitatif, yakni dengan cara mengidentifikasi, mengolah, 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari bahan hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian skripsi ini dengan hukum 

yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang relevan 

guna penarikan kesimpulan. 41 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

      Teknik penarikan kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini 

menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu 

penarikan kesimpulan yang bersifat konkrit dan khusus dengan cara 

menghubungkan data yang sudah diolah yang diperoleh dari bahan hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini dengan teori-teori yang 

relevan, kemudian dibuat suatu kesimpulan yang berguna untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.42 

 

 

 

 

 
 41 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 25. 

 42 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 50. 
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